BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 60 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan pejabat
yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

b. bahwa berdasarkan Akta Nomor : PERJ-212/SMI/ 1221 tanggal 29
Desember 2021 Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana
Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten
Tabalong, perlu menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab
Penatausahaan Pinjaman Daerah Dalam Perjanjian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara
Umum Daerah Sebagai Penanggungjawab Penatausahaan
Pinjaman Daerah Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kabijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2020 tentang Kabijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiliatas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang
Penegelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 880), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK/2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Ekonomi
Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 978);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk dan Menetapkan Bendahara Umum Daerah Sebagai
Penanggungjawab Penatausahaan Pinjaman Daerah Kabupaten
Tabalong, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengusulkan permohonan pencairan pinjaman kepada
Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

b. melakukan penatausahaan pinjaman daerah Pemulihan
Ekonomi nasional (PEN);

c. menyampaikan laporan progres penggunaan dan pinjaman
secara bulanan/periode kepada pihak Direktur Utama PT.
Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan

d. menyampaikan laporan akhir penggunaan dan pinjaman kepada
Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 yoprvacc 2022

(t; BUPATI TARALONG,
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Tembusan Kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta

Menteri Keuangan di Jakarta.

Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektorat Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 40 /2022
TANGGAL 00 YeYrvars 2092

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG
JAWAB PENATAUSAHAAN PINUAMAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG
NO. NAMA /NIP JABATAN
1 Drs. M. Zainal Arifin, M.Ec, Dec Kepala BPKAD
’ NIP : 19730202 199301 1 001 Kabupaten Tabalong
BUPATI TABALONG,
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